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ABSTRAK

Riyan Loeqman Harahap. 201910115026. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat
Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Pembayaran Jual Belinya Belum Lunas
di Wilayah Bekasi.

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun. Selain itu, PPAT juga diberikan kewenangan khusus
yaitu membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, salah satunya
adalah Akta Jual Beli. Dalam prakteknya, pembuatan akta jual beli yang dilakukan
oleh PPAT tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari,
kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah sengketa wanprestasi dalam
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bks, bahwa Tergugat menjanjikan kepada
Penggugat akan melunasi pembayaran atas tanah Penggugat setelah berhasil
mendapatkan pinjaman melalui Bank, dengan syarat terlebih dahulu tanah milik
Penggugat dibaliknama ke atas nama Tergugat dengan cara akta jual beli dihadapan
PPAT meskipun pembayarannya belum lunas. Namun, setelah proses balik nama
selesai dilakukan, Tergugat justru tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas
tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi
kepada Pengadilan Negeri Bekasi.

Sehubungan dengan hal tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana
pertanggung jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak sebelum terjadinya pelunasan atas obyek jual beli
tanah, dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut?. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk selanjutnya dilakukan
analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pertanggung
jawaban PPAT dalam menjalankan jabatannya secara umum dapat dikenakan
pertanggung jawaban secara administratif, perdata, atau pidana tergantung pada
unsur kesalahan, dan kelalaian seorang PPAT. Dalam kaitannya dengan PPAT yang
membuat Akta Jual Beli sebelum terjadinya pelunasan atas obyek jual beli tanah
dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara administratif berupa sanksi
pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Selain itu juga dapat
dikenakan pertanggung jawaban berupa denda administratif berkaitan dengan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Serta, Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang
dibuatnya adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat mengenai
objek perjanjian dan sebab yang halal sehingga tidak lagi memiliki fungsi sebagai
alat pembuktian terjadinya jual beli, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan
Negeri Bekasi Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bks.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli.
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ABSTRACT

Riyan Loeqman Harahap. 201910115026. Liability of Land Deed Officials
(PPAT) for Notarial Sale and Purchase Agreement whose Purchase and Sale
Payments Have Not Been Fully Paid in the Bekasi Area.

PPAT is a public official who is given the authority to make authentic deeds
regarding certain legal acts regarding land rights or ownership rights to apartment
units. Apart from that, PPAT is also given special authority, namely to make deeds
as proof that certain legal acts have been carried out regarding land rights or
ownership rights to apartment units, one of which is the Notarial Sale and Purchase
Agreement. In practice, the making of a Notarial Sale and Purchase Agreement
carried out by PPAT does not rule out the possibility of a dispute occurring in the
future. The case raised in this research is a breach of contract dispute in Decision
Number 155/Pdt.G/2021/PN Bks, that the Defendant promised the Plaintiff that he
would pay payment for the Plaintiff’s land after successfully obtaining a loan
through the Bank, provided that the Plaintiff's land is first transferred to the
Defendant's name by means of a Notarial Sale and Purchase Agreement before the
PPAT even though the payment has not been paid in full. However, after the name
change process was completed, the Defendant did not carry out its payment
obligations for the Plaintiff's land, so the Plaintiff filed a breach of contract lawsuit
by the Bekasi District Court.

In connection with this, a problem arises, namely, what is the PPAT's
responsibility for the Notarial Sale and Purchase Agreement which is drawn up and
signed by the parties before payment for the land sale and purchase object occurs,
and the legal consequences of the Notarial Sale and Purchase Agreement? This
research uses normative-empirical legal research methods, with a statutory
approach and a case approach. The technique for collecting legal materials is
carried out by collecting library data for further qualitative, comprehensive and
complete analysis.

From the results of the research that has been carried out, it is known that
PPAT responsibilities in carrying out their positions in general can be subject to
administrative, civil or criminal liability depending on the element of error and
negligence of a PPAT. In relation to PPATs who make a Notarial Sale and
Purchase Agreement before payment for the land sale and purchase object has
occurred, they may be subject to administrative legal responsibility in the form of
a sanction of dishonorable dismissal from their position. Apart from that, liability
may also be imposed in the form of administrative fines related to Regional Taxes
and Regional Retributions. Also, the legal consequences of the Notarial Sale and
Purchase Agreement that he made are null and void due to the failure to fulfill the
conditions regarding the object of the agreement and lawful reasons so that it no

longer has a function as a means of proving the sale and purchase, as happened in
the Decision of the Bekasi District Court Number 155/Pdt.G /2021/PN Bks.

Keywords: Liability, Land Deed Official, Notarial Sale and Purchase Agreement.
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